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Abstract : The Sebatin Lampung customary law community, seen from the 
lineage system including genealogical customary law community, draws on the 
patrilineal lineage. In the marriage system using an honest marriage system, where 
the wife is included in the husband's relatives. But for certain reasons, the 
Semanda marriage system was also used by the Sebatin Lampung customary law 
community. In the marriage system, the husband follows or is in the environment 
of his wife's relatives. In semanda marriage, which has more role in the 
inheritance dominated by the wife because the assets managed are indeed owned 
by the wife's family. If they get shared assets during the marriage, is there a 
husband's right to joint property in the distribution of inheritance. Based on the 
above background, the problem in this paper is how the distribution of inheritance 
in the Sebatin Lampung customary law community and how the husband's 
inheritance rights in Semanda marriage Sebatin Lampung Customary Law 
Community. The first research objective was to analyze the distribution of 
inheritance rights in Sebatin Lampung Customary Law Society. Second, to 
examine and analyze the husband's inheritance rights in the marriage of 
SemandaSebatin Lampung Customary Law Society. The method in this study, 
seen from its type, is qualitative research, even if seen from the nature of this 
research is library research. Data analysis using qualitative descriptive. The 
conclusion obtained in this study is First, For the Sebatin Lampung customary law 
community, inheritance system uses a system of major inheritance. This means 
that inheritance will fall on the oldest son. Assets inherited to the oldest sons are 
inheritance, customary titles, and parental property which is the result of the 
parents' efforts while still alive. Second, the distribution system of inheritance for 
husbands who carry out semi-marriages at the Sebatin Lampung customary law 
community, carried out in accordance with the conditions and conditions of each 
family. This division can be seen from two conditions. If in the family there are 
children born in semanda marriage, then the inheritance of the wife is given to the 
eldest son and the oldest child will take the policy to share or give part to his 
younger siblings. If there are no children, the inheritance is taken over by the 
wife's family while the husband does not get a share 
Keywords: husband's inheritance rights, semanda marriage and sebatin Lampung 





Hukum waris merupakan salah satu 
bagian dari hukum perdata secara 
keseluruhan dan merupakan bagian 
terkecil dari hukum kekeluargaan, 
melengkapi keanekaragaman sistem 
kewarisan adat di Indonesia dua 
sistem hukum lainnya juga cukup 
mendominasi sistem hukum waris di 
Indonesia. yaitu hukum waris Barat 
bersumber dalam BW (Burgerlijk 
Wetboek) dan Hukum waris Islam 
yang bersumber dari Al Qur’an.1Hukum 
waris dalam Islam telah diatur secara 
baik dan sempurna2. Dasar-dasar 
kewarisan dalam Islam yaitu berkaitan 
dengan asas-asas kewarisan yaitu: 
Asas ijbari (otomatis), Asas Bilateral, 
Asas individual, Asas keadilan berimbang, 
dan Asas semata akibat kematian.3 
Atas dasar peta hukum waris yang 
masih pluralistic tersebut, hukum 
waris adat masih banyak dianut oleh 
masyarakat. Berbeda dengan pembagian 
harta waris berdasarkan adat. Hukum 
waris adat di Indonesia sangat 
dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan.4  
Prinsip garis keturunan akan ditentukan 
berdasarkan sistem perkawinan.5  Pada 
hukum waris adat sebab-sebab adanya 
hak kewarisan pada dasarnya timbul 
akibat hubungan  perkawinan.6 
Masyarakat hukum adat Lampung 
Sebatin, jika dilihat dari sistem garis 
keturunan termasuk masyarakat hukum 
                                                          
1 Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia, 
Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW, (Bandung 
: Rafika Adi Tama, 2007), h. 1. 
2 Ibid. 
3 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan 
Islam,(Jakarta: Kencana Pranada Media Grup. 
2008), h.16 
4 Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia, ( 
Bandung: Rafika Aditma, 2014) h.1 
5 Ibid., h.1 
6 Ibid. 
adat yang genealogis yang menarik 
garis keturunan dari pihak bapak 
(patrilinial). Dalam sistem perkawinan 
mayoritas menggunakan sistem perkawinan 
jujur. Namun dengan alasan tertentu, 
sistem perkawinan Semanda7 juga 
dipakai oleh masyarakat hukum adat 
lampung Sebatin. Sistem perkawinan 
semanda sebenarnya adalah bentuk 
perkawinan dimana calon suami tidak 
mengeluarkan jujur/jojokh (uang adat 
sebagai permintaan si gadis) kepada 
pihak istri, sang pria setelah melaksanakan 
akad nikah melepaskan hak dan 
tanggung jawab terhadap keluarganya 
sendiri dia bertanggung jawab dan 
berkewajiban mengurusi dan melaksanakan 
tugas tugas dipihak istri atau dalam 
istilah lampung dikatakan ngusung 
jakhi puluh mulang jakhi puluh (datang 
dengan jari 10 dan pulang dengan jari 
10) artinya dengan ketentuan adat 
bahwa jika terjadi perpisahan baik 
karena perceraian atau kematian maka 
suami tidak berhak atas harta waris 
dan harta gono gini.8  Mengamati apa 
yang terjadi dalam sistem perkawinan 
semanda pada masyarakat hukum 
adat Lampung Sebatin ini, nampak 
terlihat kondisi yang kontradiktif 
dengan apa yang ditentukan dalam 
hukum kewarisan Islam. Apakah karena 
sistem perkawinan semanda menyebabkan 
suami tidak mendapatkan harta waris 
lalu bagaimana dengan hak suami 
selama perkawinan terhadap harta 
yang didapatnya? adakah hak suami 
atas harta bersama dalam pembagian 
harta waris. Berdasarkan latar belakang 
diatas, permasalahan dalam tulisan ini 
adalah bagaimana pembagian harta 
                                                          
7 Ibid. 
8 Hilman Hadi Kusuma, Hukum Kekerabatan 
Adat, (Jakarta: Fajar Agung, 1987), h.24 
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waris dalam masyarakat hukum adat 
lampung Sebatin dan bagaimana hak  
waris suami dalam pernikahan Semanda 




1. Tinjauan Pustaka 
Hukum perdata yang berlaku di 
Indonesia, termasuk di dalamnya 
hukum kewarisan sampai sekarang 
masih beraneka ragam (pluralisme), 
masih belum mempunyai kesatuan 
hukum yang dapat diterapkan untuk 
seluruh warga negara Indonesia. 
Keanekaragaman hukum waris tersebut 
dapat dilihat dari adanya pembagian 
hukum waris kepada:9 (1) hukum 
waris yang terdapat dalam Kitab 
Undang-undang Hukum Perdata 
(BW), Buku I Bab XII sampai dengan 
Bab XVIII dari Pasal 830 sampai 
dengan Pasal 1130, (2) hukum waris 
yang terdapat dalam hukum Adat, 
yaitu dalam bagian hukum waris 
Adat, dan (3) hukum waris yang 
terdapat dalam hukum waris Islam, 
yaitu ketentuan hukum waris dalam 
fikih Islam yang disebut mawaris atau 
ilmu farāid atau Kompilasi Hukum 
Islam (KHI). Hukum waris adalah 
hukum yang mengatur peralihan harta 
kekayaan seseorang yang telah meninggal 
dunia beserta akibatnya bagi ahli waris. 
Ash-Shabuni menyebutkan bahwa 
hukum waris yaitu segala jenis harta 
benda atau kepemilikan yang ditinggalkan 
pewaris, baik berupa uang, tanah, dan 
sebagainya10. sebagai salah satu kelompok 
                                                          
9 Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, 
Fiqh Mawaris, Hukum Kewarisan Islam, Cet. 
Pertama, ( Jakarta: Gaya Media, 1977), h. 189. 
 
10 Muhammad Ali Ash-Shabuni, Pembagian 
Warisan Menurut Islam, Cet II;( Jakarta: Gema 
Insani Press, 1996), h. 39. 
hukum yang diaturnya.  Peradilan 
Agama dan Instruksi Presiden Nomor 
1 Tahun 1991 tentang Kompilasi 
Hukum Islam.11 
Asas-asas hukum kewarisan Islam 
dapat digali dari ayat-ayat hukum 
kewarisan serta sunnah nabi Muhammad 
SAW. Asas-asas dapat diklasifikasikan 
sebagai berikut:12 1. Asas Ijbari13 “Ijbari” 
mengandung arti paksaan, yaitu melakukan 
sesuatu di luar kehendak sendiri. 
Dalam hal hukum waris berarti terjadinya 
peralihan harta seseorang yang telah 
meninggal kepada yang masih hidup 
terjadi dengan sendirinya.. 2. Asas 
Bilateral14 Asas bilateral dalam hukum 
kewarisan Islam adalah seseorang 
menerima hak kewarisan bersumber 
dari kedua belah pihak kerabat, yaitu 
dari garis keturunan perempuan 
maupun keturunan laki-laki. Antar 
anak laki-laki dan anak perempuan 
dalam mewarisi harta peninggalan 
orang tuanya terdapat kedudukan 
yang sederajat satu sama lainnya.  3. 
Asas Individual15Asas ini menyatkan 
bahwa harta warisan mesti dibagi-
bagi kepada masing-masing ahli waris 
untuk dimiliki secara perseorangan. 
Asas ini berkaitan langsung dengan 
asas ijbari. Dalam pelaksanaannya 
seluruh harta warisan dinyatakan 
dalam nilai tertentu yang kemudian 
dibagikankepada setiap ahli waris 
yang berhak menerimanya.  4. Asas 
Keadilan Berimbang. Asas ini mengandung 
arti bahwa harus senantiasa terdapat 
keseimbangan antara hak dan kewajiban, 
antara hak yang diperoleh seseorang 
                                                          
11 Idris Djakfar dan Taufik Yahya., Op. Cit. 
12 Suhardi K Lubis, Komis Simanjuntak, 
Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis, (Jakarta: 
Sinar Grafika, 1995), h. 37 
13 Idris Djakfar dan Taufik Yahya., Op. Cit. 
h. 29 
14 Ibid. h. 32 
15 Ibid., h. 36 
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dengan kewajiban yang harus 
dilaksanakannya.  Sehingga antara 
laki-laki dan perempuan terdapat hak 
yang sebanding dengan kewajiban 
yang dipikul masing-masing dalam 
kehidupa keluarga dan masyarakat165. 
Asas Kewarisan  Akibat Kematian.17 
Asas ini menyatakan bahwa peralihan 
harta seseorang kepada orang lain 
yang disebut dengan nama kewarisan, 
terjadi setelah orang yang mempunyai 
harta meninggal dunia 6. Asas Personalitas 
ke-Islaman. Asas ini menyatakan 
bahwa peralihan harta warisan hanya 
terjadi bila antara pewaris dan ahli 
waris  sama-sama menganut agama 
Islam. Berbeda dengan hukum dengan 
waris dalam hukum adat. Bangsa 
Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat 
mempunyai “budaya” berupa “adat-
istiadat” yang mencerminkan dari 
pada kepribadian sesuatu bangsa Indonesia, 
selanjutnya menjadi sumber bagi 
sistem hukum Adat18. A. Qodri Azizy 
memberikan konsepsi secara dinamis 
bahwa hukum Adat Indonesia ini, 
lebih tepat disebut “hukum kebiasaan” 
(customary law) atau hukum yang 
hidup di masyarakat (living law)19. 
Sedangkan dalam pengertian yang 
statis adalah kebiasaan atau Adat-
istiadat bangsa Indonesia yang telah 
dijadikan sebuah disiplin dan dikategorikan 
secara baku. Demikian juga Sorjono 
Soekanto juga mengatakan bahwa pada 
hakekatnya hukum Adat merupakan 
hukum kebiasaan, artinya kebiasaan-
                                                          
16 Idris Djakfar dan Taufik Yahya., Op. Cit. 
h. 37 
17 Ibid., h. 38 
18 Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan 
Asas-Asas Hukum Adat (Jakarta: Gunung 
Agung. 1995), h.13 
19 A. Qodri Azizy, Eklektisisme Hukum 
Nasional Kompetisi antara Hukum Islam dan 
Hukum Umum (Yogyakarta: Gama Media. 
2002), h. 110 
kebiasaan yang mempunyai akibat 
hukum (seinsollen), berbeda dengan 
kebiasaan-kebiaaan belaka, kebiasaan 
yang merupakan adat adalah per-
buatan-perbuatan yang diulang-ulang 
dalam bentuk yang sama20.   
Hal tersebut sesuai dengan teori 
Friedrich Carl Von Savigny21, kemudian 
diikuti oleh G.F. Puchta.  Hukum 
hanyalah cerminan dari volkgeist yaitu 
jiwa bangsa atau semangat masyarakat 
dimana hukum itu lahir, hidup, tumbuh, 
berkembang.22 Oleh karena,  geestesstructuur  
berbeda antara satu sama lain, maka 
hukum waris adat antara yang satu 
dengan yang lainnya tentu akan 
berbeda. Itulah sebabnya lahir pluralisme 
hukum. Dengan demikian, terlihat 
bahwa hukum dan masyarakat tidak 
dapat dipisahkan, walaupun  mungkin 
dapat dibedakan. Sekecil apapun hukum 
yang terdapat di dalam suatu masyarakat, 
betapa pun sederhana dan kecilnya 
masyarakat itu, hukum adalah cerminannya 
karena hukum adalah jiwa atau semangat 
masyarakat pendukung atau manusia 
sebagai subyek hukumnya. Setiap 
masyarakat tertentu memiliki corak 
dan cirikhasnya, sifat dan struktur 
alam pikirannya atau falsafahnya 
(geestesstructuur = struktur kejiwaan 
atau susunan moralitasnya). Pendapat 
tersebut semakin iperkauta dengan 
teori Eugen Ehrlich. Pemuka aliran 
“sociological jurisprudence”, berbicara 
                                                          
20 Soejono Soekamto, Pengantar Hukum 
Adat Indonesia (Jakarta : Rajawali. 1993), h. 37. 
21 Savgny membentuk mazhab sejarah dan 
hukum kebiasaan (1779-1861) terbentuk 
sebagai reaksi yang disengaja terhadap aliran 
hukum kodrat rasionalistis yang berlaku pada 
masa itu. Savigny melanjutkan dan meletakkan 
aliran sejarah yang sudah diawwali oleh Gustav 
Hugo (1764-1844), gurubesar di Gottingen.  
22 Bernard L. Tanya dkk. Teori Hukum, 
Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, 
(Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), h. 103 
50 
 
tentang living law  atau hukum yang 
hidup di tengah-tengah masyarakat.  
Ehrlich mengatakan bahwa hukum 
positif yang baik dan efektif adalah 
hukum yang sesuai dengan living law, 
yakni yang mencerminkan nilai-nilai 
hidup di dalam masyarakat23.  Hukum 
warisan adat mempunyai corak tersendiri 
dari alam pikiran masyarakat yang 
tradisional dengan bentuk kekerabatan 
yang sistem keturunan patrilineal, 
matrilineal, parental atau bilate-ral. 
Dengan demikian, hukum warisan 
adat di Indonesia terdapat tiga sistem 
hukum warisan, yaitu: pertama sistem 
hukum warisan patrilineal, kedua sistem 
hukum warisan matrilineal, dan yang 
ketiga sistem hukum warisan parental 
atau bilateral.  Sistem hukum warisan 
patrilineal juga berpokok pangkal dari 
sistem kekerabatan sebagaimana yang 
telah penulis jelaskan di muka, berarti 
sistem hukum warisan patrilineal Adat 
bertitik tolak dari bentuk masyarakat 
dan sifat kekeluargaan patrilineal. 
Dalam masyarakat patrilinel seperti 
hal-nya pada masyarakat Batak Karo, 
hanya anak laki-laki yang menjadi 
ahli waris, karena anak perempuan di 
luar golongan patrilineal. Keadaan 
seperti ini dikarenakan adanya beberapa 
alasan yang melandasi sistem hukum 
warisan patrilineal sehingga keturunan 
laki-laki saja yang berhak mewarisi 
harta peninggalan pewaris yang telah 
meninggal dunia, sedangkan anak 
perempuan tidak mendapatkan harta 
warisan sama sekali. Sistem hukum 
warisan Bercorak Matrilineal .Sistem 
hukum warisan atas dasar ke-
kerabatan ini, sudah berlaku sejak 
dahulu kala, sebelum masuknya ajaran-
ajaran aga-ma di Indonesia, seperti 
                                                          
23 Ibid., h. 142. 
agama Hindu, Islam dan Kristen24, 
sistem ini berlaku pada hukum Adat 
Minangkabau, Enggano dan Timor. 
Meskipun dalam perkembangannya 
seka-rang Nampak bertambah karena 
pengaruh sistem hukum warisan 
parental, disebabkan oleh surutnya 
kekuasan kerabat dalam hal yang 
menyangkut kebendaan dan pewa-
risan. Hukum Waris Adat Bercorak 
Parental Hukum warisan parental 
atau bilateral adalah memberikan hak 
yag sama antara pihak laki-laki dan 
pihak perempuan, baik kepada suami 
dan istri, serta anak laki-laki dan anak 
perempuan termasuk keluarga dari 
pihak laki-laki dan keluarga pihak 
perempuan. Ini berarti bahwa anak 
laki-laki dan anak perempuan adalah 
sama-sama mendapatkan hak warisan 
dari kedua orang tuanya, bahkan duda 
dan janda dalam per-kembangannya 
juga termasuk saling mewarisi. Bahkan 
proses pemberian harta ke-pada ahli 
waris khususnya kepada anak, baik 
kepada anak laki-laki maupun anak 
pe-rempuan umumnya telah dimulai 
sebelum orang tua atau pewaris masih 
hidup. Asas-asas dalam proses pewarisan 
di dalam hukum adat adalah sebagai 
berikut: 
1) Asas Ketuhanan dan Pengendalian 
Diri. Asas ketuhanan dan 
pengendalian diri, yaitu adanya 
kesadaran bagi para ahli waris 
bahwa rezeki berupa harta kekayaan  
manusia  dapat dikuasai dan dimiliki 
merupakan karunia dan keridhoan 
Tuhan atas keberadaan harta  
kekayaan. Oleh karena itu, untuk 
mewujudkan ridho Tuhan bila 
seseorang meninggal dan 
meninggalkan harta warisan, 
maka para ahli waris itu menyadari 
                                                          
24 Hadikusuma, Hukum Waris Adat 
(Bandung: Citra Aditya Bakti. 1993), h. 23 
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dan menggunakan hukum-Nya 
untuk membagi warisan mereka, 
sehingga` berselisih dan saling 
beerebut warisan.25 
2) Kebersamaan dan Kesamaan Hak. 
Asas kesamaan dan kebersamaan 
hak, yaitu setiap ahli waris 
mempunyai kedudukan yang 
sama sebaginorang yang berhak 
untuk mewarisi harta peninggalan 
pewarisnya. Oleh karena itu, 
memperhitungkan hak dan kewajiban 
tanggung jawab setiap ahli waris 
bukanlah berarti pembagian harta 
warisan itu mesti sama banyak, 
melainkan pembagian itu seimbang 
berdasarkan hak tanggung jawabnya.26 
3) Asas Kerukunan dan Kekeluargaan. 
Asas kerukunan dan kekeluargaan, 
yaitu oara ahli waris mempertahankan 
untuk memelihara hubungan 
kekerabatan yang tenteram dan 
damai, baik dalam menikmati 
dan memanfaatkan harta warisan 
tidak terbagi maupun dalam 
menyelesaikan pembagian harta 
warisan.27  
4) Asas Musyawarah dan Mufakat. 
Asas musayawarah dan mufakat, 
yaitu para ahli waris membagi 
harta warisannya melalui musyawarah 
yang dipimpin oleh ahli waris 
yang dituakan dan bila terjadi 
kesepakatan dalam pembagian 
harta warisan, kesepatan itu bersifat 
tulus ikhlas yang dikemukakan 
dengan perkataan yang baik 
yang keluar dari hati nurani 
pada setipa ahli waris.28  
                                                          
25 Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris 
di Indonesia, (Jakarta; Sinar Grafika, 2010), h. 71-
73 
26 Ibid. 
27 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Kewarisan 
di Indonesia, (Yogyakarta: Gaajahmada University 
Press, 2012 ), h..34 
28 Ibid. 
5) Asas Keadilan. Asas keadilan, 
yaitu keadilan berdasarkan status, 
kedudukan dan jasa, sehingga 
setiap keluarga pewaris mendapatkan 
harta warisan, baik bagian sebagai 
ahli waris maupun bagian sebagai 
bukan ahli waris, melainkan jaminan 
harta sebagai keluarga pewaris.29 
 
2. Analisis 
a. Pembagian harta Waris dalam 
Masyarakat Hukum Adat 
Lampung Sebatin 
Berdasarkan  teori Friedrich 
Carl Von Savigny, kemudian diikuti 
oleh G.F. Puchta.  Hukum hanyalah 
cerminan dari volkgeist yaitu jiwa 
bangsa atau semangat masyarakat 
dimana hukum itu lahir, hidup, 
tumbuh, berkembang. Oleh karena,  
geestesstructuur  berbeda antara satu 
sama lain, maka hukum waris adat 
antara yang satu dengan yang lainnya 
tentu akan berbeda. Itulah sebabnya 
lahir pluralisme hukum. Dengan 
demikian, terlihat bahwa hukum dan 
masyarakat tidak dapat dipisahkan, 
walaupun  mungkin dapat dibedakan. 
Sekecil apapun hukum yang terdapat 
di dalam suatu masyarakat, betapa 
pun sederhana dan kecilnya masyarakat 
itu, hukum adalah cerminannya karena 
hukum adalah jiwa atau semangat 
masyarakat pendukung atau manusia 
sebagai subyek hukumnya.  
Setiap masyarakat tertentu memiliki 
corak dan cirikhasnya, sifat dan struktur 
alam pikirannya atau falsafahnya 
(geestesstructuur = struktur kejiwaan 
atau susunan moralitasnya).  Teori 
Eugen Ehrlich. Pemuka aliran “sociological 
jurisprudence”, berbicara tentang 
living law  atau hukum yang hidup 
di tengah-tengah masyarakat.  Ehrlich 
                                                          
29 Zainuddin Ali., Loc. Cit. 
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mengatakan bahwa hukum positif 
yang baik dan efektif adalah hukum 
yang sesuai dengan living law, yakni 
yang mencerminkan nilai-nilai yang 
hidup di dalam masyarakat. Terkait 
dengan hukum kewarisan yang 
berlaku hingga saat ini, masih bersifat 
pluralism. Artinya hukum kewarisan 
di Indonesia maih bersumber pada 
tiga sistem hukum kewarisan yang 
berlaku. Yakni: hukum kewarisan 
Islam, Hukum kewarisan Perdata 
Barat dan hukum kewarisan Adat. 
Mengacu kepada teori yang 
dikemukakan Eugen Ehrlich tersebut, 
bahwa hukum yang baik itu adalah 
hukum yang mencerminkan nilai-
nilai yang hidup di dalam masyarakat, 
maka  bagi masyarakat hukum adat 
Lampung Sebatin, hingga saat ini 
pembagian hukum kewarisan secara 
mayoritas masih dikuasai hukum 
kewarisan adat. Sistem kewarisan 
yang dipergunakan masyarakat hukum  
adat Lampung Sebatin adalah sistem 
kewarisan mayorat. Di dalam sistem 
kewarisan mayorat dibedakan menjadi 
dua, yakni mayorat laki-laki dan 
perempuan. Sistem kewarisan mayorat 
adalah sistem kewarisan dimana  
tidak semua anak mendapatkan 
bagian atau hak sama dalam harta 
warisan orangtuanya. Bagi masyarakat 
adat yang menarik garis keturunan 
laki-laki (patrilinial), harta warisan 
orang tuanya  akan jatuh  kepada 
anak laki-laki tertua sebagai 
penanggungjawab harta warisan 
orang tuanya. Sedangkan bagi 
masyarakat hukum adat yang menarik 
garis keturunan perempuan (matrilinial), 
harta warisan akan jatuh pada anak 
perempuan pertama. Pada prinsipnya 
aturan hukum kewarisan adat akan 
ditentukan oleh sistem kekeluargaan 
yang dipakai. Sistem kekeluargaan 
akan ditentukan oleh sistem perkawinan. 
Oleh karena itu, untuk menentukan 
sistem kewarisan sangat dipengaruihi 
oleh sistem perkawinan yang dilakukan. 
Oleh sebab itu, berbicara tentang 
hukum kewarisan tidak terlepas dari 
hukum perkawinan. Hal ini dikarenakan 
hukum kewarisan adalah merupakan 
rangkaian dari hukum perkawinan. 
Dengan kata lain, hukum waris 
merupakan salah satu hukum yang 
timbul akibat suatu proses perkawinan, 
dimana hubungan seorang pria dan 
wanita akan berubah menjadi suami 
dan istri apabila sudah ada ikatan 
perkawinan. Dari hubungan itu pula 
akan mengakibatkan adanya hak dan 
kewajiban antara satu dengan yang 
lain terlebih lagi bila suatu pasangan 
sudah mempunyai keturunan yang 
akan berbuntut panjang hingga adanya 
proses waris mewaris. Proses waris 
mewaris bukan hanya hak yang 
melekat pada ahli waris anak saja 
melainkan termasuk orang-orang yang 
berada dalam perkawinan tersebut. 
Misalnya suami ataupun isteri.  
Dilihat dari factor yang mempegaruhi 
masyarakat hukum adat, secara teoritis 
masyarakat hukum adat dipengaruhi 
oleh factor genealogis atau keturunan 
dan factor territorial atau kedaerahan. 
Namun factor teritorial tidak memegang 
peranan terkait dengan hukum kewarisan. 
Berbeda dengan faktor genealogis. 
Faktor genealogis, secara teori 
dikelompokkan menjadi tiga bagian, 
Pertama,  masyarakat hukum adat  
yang menarik garis keturunan pihak 
laki-laki atau fihak bapak(patrilinial), 
Kedua, masyarakat hukum adat  yang 
menarik garis keturuan fihak perempuan 
atau fihak ibu (matrilineal) dan ketiga, 
masayarakat hukum adat yang menarik 
garis keturunan laki-laki dan peremuan 
atau fihak bapak-ibu (parental).  Jika 
dilihat dari tipologi masyarakat hukum 
adat tersebut, maka masyarakat hukum 
adat lampung Sebatin merupakan 
salah satu bagian masyarakat yang 
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menarik garis keturunan fihak bapak 
atau fihak laki-laki (patrilinial). 
Dalam masyarakat patrilinial seperti 
halnya masyarakat adat Lampung 
Sebatin, dimana sistem kewarisan 
yang dipakai adalah sistem mayorat 
laki-laki, maka hanya anak laki-laki 
tertua yang dapat menerima harta 
warisan berupa hak-hak dalam jabatan 
adat serta harta pusaka. Sedangkan 
untuk harta waris yang diperoleh 
orangtua selama perkawinan bisa 
dibagikan kepada seluruh anak-
anaknya. Pembagian tersebut tentu 
tidak sama rata. Antara bagian anak 
laki-laki yang bukan anak tertua akan 
berbeda dengan anak laki-laki tertua.  
Keadaan seperti ini dikarenakan 
adanya beberapa alasan yang melandasi 
sistem hukum warisan patrilineal 
sehingga keturunan laki-laki saja yang 
berhak mewarisi harta peninggalan 
pewaris yang telah meninggal dunia, 
sedangkan anak perempuan tidak 
mendapatkan harta warisan sama 
sekali. Adapun alasan adalah: anak 
perempuan dalam sistem perkawinan 
jujur setelah menikah akan ikut dalam 
kerabat suami termasuk anak-anak 
yang dilahirkan kemudian. Silsilah 
kekeluargaan di dasarkan kepada laki-
laki, anak perempuan tidak dianggap 
dapat melanjutkan silsilah,(keturunan 
keluarga). Dalam rumah tangga istri 
bukan kepala keluarga, dan anak-anak 
menggunakan nama keluarga atau 
marga ayah, dan istri digolongkan ke 
dalam keluarga suami. Dalam Adat 
perempuan tidak dapat me-wakili 
orang tua atau ayahnya, sebab ia 
masuk anggota keluarga suaminya. 
Dalam perkawinan Adat patrilineal, 
apabila perempuan sudah kawin, ia 
dianggap keluar dari keluarganya dan 
menjadi keluarga suaminya. Dengan 
demikian hanya laki-laki yang mendapat 
harta warisan, sebab anak perempuan 
sudah keluarga dari clan asalnya, 
sehingga ia tidak mendapat harta 
warisan.  
Kelemahan dan kebaikan sistem 
kewarisan  mayorat terletak pada 
kepemimpinan anak tertua dalam 
kedudukannya sebagai pengganti 
orang tua yang telah wafat dalam 
mengurus harta kekayaan dan 
memanfaatkannya guna kepentingan 
semua anggota keluarga yang ditinggalkan. 
Anaka tertua yang penuh tanggungjawab 
akan dapat mempertahankan keutuhan 
dan kerukunan keluarga sampai semua 
ahli waris menjadi dewasa dan dapat 
berdiri sendiri mengatur rumah tangga 
sendiri. Tetapi anak tertua yang tidak 
bertanggungjawab, yang tida dapat 
mengendalikan diri terhadap kebendaan, 
yang pemboros dan lain sebaginya 
jangankan akan dapat mengurus harta 
peninggalan dan saudara-saudaranya 
malahan sebaliknya ia yang  diurus oleh 
anggota keluarga yang lain.   
Sistem mayorat seringkali disalah 
tafsirkan tidak saja oleh orang luar 
yang tidak memahaminya, tetapi juga 
oleh fihak ahli waris anak punyimbang 
itu sendiri. Anak tertua sebagai pengganti 
orang tua  yang telah meninggal 
bukanlah pemilik harta peninggalan 
secara perseorangan, ia hanya 
berkedudukan sebagai pemegang 
mandat orang tua yang dibatas oleh 
musayawarah keluarga, dibatasi oleh 
kewajiban mengurus anggota keluarga 
lain yang ditinggalkan, tidak semata-
mata berdasarkan harta peninggalan 
tetapi juga berdasarkan asas tolong 
menolong oleh  bersama untuk bersama. 
Pada umunya sistem mayorat laki-
laki dalam masyarakat hukum adat 
lampung Sebatin, masih Nampak 
berpengaruh atas` harta pusaka 
kerabat, seperti bangunan rumah 
kerabat, tanah-tanah kerabat, alat-alat 
perlengapan upacar adat, benda-benda 
magis, gelar-gelar keturunan dan 
sebagainya. Sedangkan terhadap harta 
pencaharian atau harta perkawinan 
orang tua di sana sini sering menimbulkan 
perselisihan sehingga diantara kerabat 
di masa sekarng sudah memandang 
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perlu untuk melakukan pembagian 
baik pembagian  untuk penguasaan 
maupun untuk pemilikan. 
Jalan keluar dari kemungkinan 
menimbulkan perselisihan diantar 
para ahli waris dikemudian hari 
pewaris dimasa hidupnya seringkali 
telah menunjukkan cara bagaimana 
mengatur harta kekayan keluarganya. 
Jadi sebelum pewaris meninggal ia 
telah berpesan yang disampaikannya 
dengan terang kepada isteri dan anak-
anaknya tentang bagaimana kedudukan 
harta kekayaannya kelak apabila ia 
telah wafat.  
Dalam masyarakat hukum adat 
Indonesia, terdapat tiga sistem kewarisan 
yaitu: sistem kewarisan individual, 
yang cirinya ialah bahwa harta 
peninggalan dapat dibagi-bagikan 
pemilikannya di antara ahli waris 
seperti pada masyarakat bilateral di 
Jawa dan dalam masyarakat patrilineal 
di Tanah Batak, sistem kewarisan 
kolektif, yang cirinya ialah bahwa 
harta peninggalan itu diwarisi oleh 
sekumpulan ahli waris yang merupakan 
semacam badan hukum di mana 
harta tersebut, yang disebut harta 
pusaka, tidak boleh dibagi-bagikan 
pemilikannya kepada mereka itu, 
seperti dalam masyarakat matrilineal 
di Minangkabau, dan sistem kewarisan 
mayorat, di mana anak tertua pada 
saat matinya si pewaris berhak tunggal 
untuk mewarisi sejumlah harta 
pokok dari satu keluarga, seperti 
dalam masyarakat patrilineal yang 
beralih-alih di Bali dan Lampung  
(hak mayorat anak laki laki yang 
tertua). 
Ada dua unsur pokok yang 
menentukan bentuk hukum kewarisan, 
yaitu sifat kekeluargaan dan bentuk 
pemilikan atas harta seperti yang 
dijelaskan di atas.Masing-masing 
unsur itu banyak dipengaruhi oleh 
agama, adat- istiadat dan budaya 
modern (Barat). Ketiga pengaruh 
itu telah melembaga dalam bentuk 
hukum sebagaimana dilihat 
manifestasinya dalam tiga bentuk 
hukum kewarisan yang berlaku di 
Indonesia saat ini. Kekerabatan 
yang berlaku dalam lingkungan 
hukum Adat pada dasarnya terlihat 
dalam tiga bentuk, yaitu: a. sifat 
kebapakan (patrilineal), yaitu sifat 
kekerabatan yang menarik garis 
nasab ke atas dan ke bawahnya 
hanya melalui garis bapak atau 
laki-laki. 
Hal yang pokok pada kekerabatan 
menurut bentuk kebapakan ini ialah 
adanya perkawinan jujur yang bentuk 
aslinya adalah terlepasnya anak 
perempuan yang sudah kawin dari 
lingkungan kekerabatan ayahnya 
dan dengan uang jujur yang diberikan 
oleh pihak suami, si istri masuk ke 
dalam kekerabatan suaminya.  Bagi 
masyarakat hukum adat lampung 
Sebatin, sistem kewarisan menggunakn 
sistem kewarisan mayorat. Artinya 
harta warisan akan jatuh pada anak 
laki-laki tertua. Harta yang diwarisakan 
kepada anak laki-laki tertua dalah 
harta pusaka, gelar adat, serta harta 
peninggalana orangtua yang 
merupakan hasil dari usaha orang 
tua ketika masih hidup.  Semua 
anak laki-laki menjadi ahli waris 
tentunya anak yang sah yang 
berhak menjadi ahli waris dari 
orang tuanya, yakni harta dari hasil 
perkawinan. Namun bila pewaris 
tidak mempunyai anak-laki-laki, 
tetapi ahli warisnya hanya istri dan 
anak perempuan, maka harta 
pusaka itu bisa dipergunakan baik 




Bagi masyarakat hukum adat 
Lampung Sebatin, pembagian harta 
waris atau proses pewarisan adalah 
cara bagaimana pewaris berbuat untuk 
meneruskan atau mengalihkan harta 
kekayaan yang akan ditinggalkan oleh 
pewaris kepada ahli waris pada umumnya 
dilakukan ketika pewaris masih hidup. 
Proses pewarisan yang dilakukan 
ketika pewaris masih hidup ini, dapat 
dilakukan dengan cara-cara sebagai 
berikut: Pertama, penerusan atau 
pengalihan. Penerusan dan pengalihan 
itu misalnya pengalihan kedudukan 
jabatan adat, hak dan kewajiban 
terhadap harta kekayaan. Terutama 
kepada anak laki-laki tertua menurut 
garis keturunan bapak (patrilinial) yang 
dilaksanakan sesuai atau menurut tata 
cara musyawarah adat dan mufakat 
kekerabatan atau kekeluargaan. Kedua, 
Penunjukan. Dalam proses penunjukan, 
berpindahnya penguasaan dan 
kepemilikan harta waris baru berlaku 
sepenuhnya setelah pewaris wafat. 
Sebelum pewaris wafat, pewaris masih 
berhak dan berwenang mengasai harta 
yang dilanjutkan itu, tetapi pengurusan 
dan pemanfaatan, penikmatan hasil 
dari harta itu sudah ada pada ahli 
waris yang ditunjuk. Proses penunjukan 
ini tidak mesti dinyatakan secar 
terang-terangan dihadapan tua-tua 
adat melainkan cukup dikemukakan 
didepan para ahli waris dan anggota 
keluarga terdekat saja. Ketiga, Pesan 
atau Wasiat. Pesan atau wasiat dari 
orangtua kepada para ahli waris ketika 
hidupnya itu biasanya harus diucapkan 
dengan terang dan disaksikan oleh 
para ahli waris, anggota keluarga, 
tetangga dan tua-tua adat. Pesan atau 
wasiat ini sangat dipengaruhi oleh 
hukum waris Islam, dimana banyaknya 
barang-barang yang akan diwasiatkan 
itu tidak boleh melebihi 1/3 bagian 
dari seluruh harta kekayaan pewaris.         
Terkait dengan pembagian harta 
warisan, pada umumnya masyarakat 
hukum adat Lampung Sebatin tidak 
menentukan kapan waktu harta warisan 
itu akan dibagi atau kapan sebaiknya 
akan diadakan pembagian. Begitu 
pula siapa yang akan menjadi juru 
bagi tidak ada ketentuannya. Menurut 
adat kebiasaan waktu pembagian 
setelah wafatnya pewaris dapat 
dilaksanakan setelah upacara sedekah 
atau selamatan yang disebut waktu 
nujuh hari, waktu empat puluh 
hari, nyeratus hari, atau waktu 
seribu hari setelah pewaris wafat, 
oleh karena pada waktu-waktu 
tersebut para anggota waris berkumpul. 
Selama pembagian warisan itu berjalan 
baik, rukun dan damai di antara para 
ahli waris, maka tidak diperlukan 
adanya campur tangan dari orang 
luar  keluarga bersangkutan. Campur 
tangan dan kesaksian tua-tua adat 
atau para pemukan masyarakat hanya 
diperlukan apabila ternyata jalannya 
musyawarah untuk mencapai mufakat 
menjadi seret dan tidak lancar.  
Cara pembagian harta warisan, 
bagi masyarakat hukum adat lampung 
Sebatin, tidak mengenal cara pembagian 
dengan perhitungan matematika, tetapi 
selalu didasarkan atas pertimbangan 
mengingat wujud benda dan kebutuhan 
ahli waris bersangkutan. Jadi walaupun 
hukum warus adat mengenal asas 
kesamaan hak tidak berarti bahwa 
setiap ahli waris akan mendapat 
bagian warisan dalam jumlah yang 
sama, dengan nilai harga yang sama 
atau menurut banyaknya bagian yang 
sudah tertentu. Hukum kewarisan 
adat, merupakan hukum yang harus 
dihormati dan diberlakukan sejajar 
dalam sistem hukum di Indonesia.  
b. Pembagian  Hak Waris Suami  
Dalam Perkawinan Semanda Pada 




Ungkapan Ubi Societas Ibi Ius 
(dimana ada masyarakat, disitu ada 
hukum) yang diungkapkan oleh 
Cicero mengajarkan banyak hal 
dalam memahami desain hukum 
dan masyarakat. Menurut Brian Z. 
Tamanaha dikatakan bahwa hukum 
dan masyarakat memiliki bingkai 
yang disebut The Law-Society Framework 
yang memiliki karakteristik tertentu. 
Hubungan tersebut ditunjukkan dengan 
dua komponen dasar. Komponen 
pertama terdiri dari dua tema pokok 
yaitu ide yang menyatakan bahwa 
hukum adalah cermin masyarakat 
dan ide bahwa fungsi hukum adalah 
untuk mempertahankan social order. 
Komponen kedua terdiri dari tiga 
elemen, yaitu: custom/consent; 
morality/reason; dan positive law. 
Berdasarkan pada pemikiran 
Tamanaha di atas, KMHA Lampung 
Sebatin merupakan cermin masyarakat 
adat dimana keberadaannya masih 
tetap eksis dalam mempertahankan 
social ordernya.  Terkait dengan hukum 
waris yang berkembang di dalam 
masyarakat hukum adat Lampung 
Sebatin, hingga saat ini hukum 
waris yang ditaati adalah hukum 
waris adat. Jadi walaupun masyarakat 
hukum adat Lampung Sebatin itu 
mayoritas beragama Islam, dalam 
hukum kewarisan masih taat dan 
patuh kepada aturan waris adat.  
Kepatuhan masyarakat adat Lampung 
Sebatin terhadap hukum adatnya 
adalah merupakan manifestasi dari 
bentuk hukum yang pluralistic. 
Pluralitas masyarakat hukum Indonesia 
tersebut seharusnya menjadi dasar 
dalam pembangunan hukum yang 
demokratis dan berkeadilan. Hukum 
tidak bisa dijalankan dengan kaku, 
kolot, dan tiran. Karena faktanya 
kehidupan masyarakat begitu dinamis 
dan bergejolak. Sejalan dengan 
gagasan hukum  progrsif berasal 
dari Satjipto Rahardjo dimulai dari 
asumsi dasar filosofis, hukum adalah 
untuk manusia, bukan sebaliknya. 
Sehingga, keberadaan hukum adalah 
untuk melayani dan melindungi 
manusia, bukan sebaliknya. Hukum 
dianggap sebagai suatu institusi 
yang bertujuan mengantarkan manusia 
pada kehidupan yang adil dan 
sejahtera serta membuat manusia 
bahagia. 
Masyarakat hukum adat Lampung 
Sebatin, merupakan masyarakat yang 
taat beragama bahkan dapat dikatakan 
seratus persen masyarakat hukum 
adat Lampung Sebatin adalah muslim. 
Sebagai warga negara yang muslim 
ketentuan tentang hukum kewarisan 
telah ditetapkan dalam  Instruksi 
Presiden Nomor 1 tahun 1991 
tentang Kompilasi Hukum Islam. 
Bagi masyarakat muslim Indonesia,  
dalam prakteknya, hukum kewarisan 
di Indonesia masih  didominasi oleh 
hukum adat. Sangat disadari, bahwa 
hukum waris di Indonesia masih 
bersifat pluralistic. Hukum waris 
merupakan salah satu bagian dari 
hukum perdata secara keseluruhan 
dan merupakan bagian terkecil dari 
hukum kekeluargaan, melengkapi 
keanekaragaman sistem kewarisan 
adat di Indonesia, dua sistem hukum 
lainnya juga cukup mendominasi 
sistem hukum waris yaitu hukum 
waris barat peninggalan zaman 
hindia belanda yang bersumber 
dalam BW (Burgerlijk Wetboek) 
dan Hukum waris Islam yang 
bersumber dari Al Qur’an.  
Hukum waris adat di Indonesia 
sangat dipengaruhi oleh prinsip 
garis keturunan yang berlaku pada 
masyarakat yang bersangkutan, 
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yang merupakan prinsip patrilineal 
murni, patrilineal beralih-alih, 
matrilineal ataupun bilateral ada 
pula prinsip unilateral berganda 
atau prinsip-prinsip garis keturunan 
terutama berpengaruh terhadap 
penetapan ahli waris maupun bagian 
harta peninggalan yang diwariskan 
baik yang materieel maupun immaterieel.   
Hukum waris merupakan bagian 
dari hukum keluarga yang memang 
berperan sangat penting dan merupakan 
peraturan yang berlaku dalam 
masyarakat Indonesia. Hal ini 
disebabkan hukum waris sangat 
berkaitan erat dengan kehidupan 
manusia dan setiap manusia akan 
mengalami suatu peristiwa hukum, 
yaitu meninggal dunia. Apabila ada 
sustu peristiwa hukum meninggalnya 
seseorang maka sekaligus menimbulkan 
akibat hukum, yaitu tentang bagaimana 
mengurus dan melanjutkan hak-hak 
serta kewajiban seseorang yang 
meninggal dunia tersebut.  
Penyelesaian terhadap masalah 
itu diperlukan adanya hukum waris    
yang dapat memenuhi rasa keadilan 
bagi setiap pihak. Hukum kewarisan 
yang merupakan bagian dari hukum 
keluarga memegang peranan yang 
sangat penting, bahkan menentukan 
dan mencerminkan sistem dan bentuk 
hukum yang berlaku dalam masyarakat 
itu. Hal in disebabkan hukum 
kewarisan sangat erat kaitannya dengan 
kehidupan manusia.  Dengan demikian 
kalau system hukumya kemudian 
disusun, maka seyogyanyalah prilaku 
berhukum kita juga bersandarkan 
kepada nilai-nlai humanis masyarakat 
kita sebagai pendukung hukum. 
Nilai-nilai yang humanis itu kita 
sebut dengan kearifan local. Secara 
tata bahasa kearifan local (local 
wisdom) terdiri dari dua kata: 
kearifan (wisdom) dan local (lokal). 
Local berarti setempat, sedangkan 
wisdom (kearifan) sama dengan 
kebijaksanaan. Terkait dengan hukum 
kewarisan adat, maka untuk 
menentukan bagaimana pembagian 
harta waris tidak terlepas bagaimana 
bentuk perkawinan yang dilakukan 
oleh masyarakat hukum adatnya.  
Di dalam hukum adat dikenal 
bentuk-bentuk perkawinan; perkawinan 
jujur, perkawinan semanda dan 
perkawinan mentas. Bagi masyarakat 
hukum adat Lampung Sebatin, sistem 
perkawinan yang dipakai mayoritas 
menggunakan sistem perkawinan 
jujur. Perkawinan jujur adalah sistem  
perkawinanan dimana pihak mempelai 
laki-laki sebelum dilaksanakan ijab 
qabul dilakukan, terlebih dahulu 
diawali kesepakatan antara kedua 
calon mempelai. Setelah ada kata 
sepakat, maka pihak laik-laki memberikan 
sesuatu berupa uang kepada pihak 
calon mempelai perempuan dengan 
maksud bahwa setelah akad nikah 
dan resepsi  dilaksanakan, maka  
siisteri akan dibawa masuk dalam 
kerabat suaminya termasuk anak-
anak yang akan dilahirkannya. 
Bagi masyarakat hukum adat 
Lampung Sebatin yang melaksanakan 
perkwinan jujur pembagian kewarisan 
tidak menjadi  masalah atau tidak 
menimbulkan persoalan-persoalan 
hukum. Namun, jika sistem perkawinan 
yang digunakan adalah perkawinan 
semanda maka akan menimbulkan 
persoalan-persoalan hukum yang 
mempertanyakan apakah suami 
mendapatkan hak dalam harta waris  
yang diperoleh selama perkawinan. 
Sistem pembagian harta waris 
untuk suami yang melaksanakan 
perkawinan semanda pada masyarakat 
hukum adat Lampung Sebatin, 
dilakukan sesuai dengan kondisi dan 
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keadaan keluarga masing-masing. 
Pembagian tersebut dapat dilihat dari 
dua keadaan. Pertama, Apabila dalam 
keluarga tersebut terdapat anak yang 
lahir dalam perkawinan semanda, 
maka harta waris dari sang isteri 
diberikan kepada anak tertua dan anak 
tertua akan mengambil kebijakan 
untuk membagikan atau memberikan 
bagian untuk adik-adiknya. Kedua, 
Apabila tidak ada anak, maka harta 
warisan diambil alih oleh keluarga 
isteri sedangkan suami tidak mendapat 
bagian. Ada kemungkinan bahwa 
suami bisa mendapatkan warisan 
apabila suami isteri melakukan mufakat 
mengenai harta warisan sebelum si 
isteri meninggal. Pembagian harta 
waris bagi susmi yang melaksanakan 
perkawinan semanda tersebut jika 
dibandingkan dengan hukum waris 
Islam, tentunya sangat berbeda. 
Dalam hukum waris Islam, atas dasar 
hubungan disebabkan karena pernikahan 
yang sah, maka suami adalah ahli 
waris yang kuat, suami hanya bisa 
terhijab nukhson atau berkurang 
bagian pendapatan harta warisnya 
namun tidak dapat terhalang (terhijab) 
oleh siapapun. 
Hukum adat perkawinan adalah 
aturan-aturan hukum adat yang mengatur 
tentang bentuk-bentuk perkawinan, 
cara-cara pelamaran, upacara perkawinan 
dan putusnya perkawinan di Indonesia. 
Aturan-aturan hukum adat perkwinan 
di berbagai daerah  di Indonesia 
berbeda-beda, dikarenakan sifat 
kemasyarakatan, adat istiadat, agama 
dan kepercayaan masyarkat yang 
berbeda-beda. Di samping itu 
dikarenakan kemajuan zaman, selain 
adat perkawinan itu disana sini sudah 
terjadi pergeseran-pergeseran, telah 
banyak juga terjadi perkawinan 
campuran antara suku,adat istiadat dan 
agama yang berlainan. Jadi walaupun 
sudah berlaku Undang-undang Perkawinan 
yang bersifat nasional, yang berlaku 
untuk seluruh Indonesia; namun di 
sana-sini, di berbagai daerah dan 
berbagai golongan masyarakat masih 
berlaku hukum perkawinan adat, 
apalagi Undang-undang tersebut 
hanya mengatur hal-hal yang pokok 
saja dan tidak mengatur hal-hal yang 
bersifat khusus setempat.  
Dalam hukum Islam sistem perkawinan 
tidak mempengaruhi pembagian waris 
selama perkawinan itu dipandang sah 
menurut hukum Islam maka atas dasar 
hubungan perkawinan suami memiliki 
hak atas harta waris sebagaimana  
dikatakan dalam QS. An Nisa (4) ayat 
12, bahwa suami berhak mendapat 
harta waris seperdua dari peninggalan 
si istri. Ketentuan yang sama juga   
ditegaskan KHI (Kompilasi Hukum 
Islam) Pasal 174 poin (b) bahwa yang 
termasuk ahli waris adalah suami 
(duda) jika terjadi kematian dari sang 
isteri. Dalam Islam posisi suami atau 
isteri termasuk kategari ahli waris 
sababiyah. Jika dilihat dari sebab 
saling mewarisi, bahwa suami dan 
isteri saling mewarisi dikarenakan ada 
hubungan perkawinan. Dalam Islam 
perkawinan yang sah antara laki-laki 
dan seorang perempuan  menyebabkan 
adanya hubungan saling mewarisi, 
apabila salah satunya meninggal 
dunia. Dalam QS. al-Nisa’, ayat 12 
ditegaskan   Bagian suami setengah 
bila tidak ada anak atau cucu, 
seperempt bila ada anak atau cucu, 
Isteri menerima bagian seperempat 
bila tidak ada anak atau cucu dan 
seperdelapan bila ada anak atau cucu. 
Sedangkan dalam Kompilasi Hukum 
Islam ditegaskan dalam Pasal 179 dan 
pasal 180. Pasal 179 : “ Duda 
mendapat separoh bagian bila pewaris 
tidak meninggalkan anak, dan bil 
ameninggalkan anak, maka duda 
mendapat seperempat bagian”. Pasal 
180: “Janda mendapat seperempat 
bagian bila pewaris tidak meninggalkna 
anak, dan bila pewaris meinggalkan 
anak, maka janda mendapat seperdelapan 
bagian”.     
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Hal tersebut diatas, tentu sangat 
berbeda dengan apa yang berlaku 
di dalam hukum adat. Di dalam 
hukum adat, sistem perkawinan akan 
menentukan tipe hukum keluarga, 
sedangkan tipe hukum keluarga 
akan sangat berpengaruh terhadap 
hukum kewarisan. Dengan demikian 
hukum kewarisan akan dipengaruhi 
bagaiman hukum keluarga yang 
dipakai dalam masyarakat yang 
bersangkutan.   Dalam masyarakat 
hukum adat Lampung, sistem 
perkawinan menggunakan sistem 
perkawinan nyakak atau metudau. 
Sistm perkawinan semacam ini bagi 
masyarakat hukum adat disebut 
dengan perkawinan jujur. Karena 
laki-laki (calon suami) mengeluarkan 
uang untuk membayar jujur/jojokh 
kepada keluarga si gadis (calon 
isteri).  
Namun, sistem perkawinan itu 
bukanlah satu-satu nya yang 
dipergunakan. Bagi masyarakat hukum 
adat Lampung Sebatin dengan 
alasan-alasan tertentu dapat 
melaksankanan sistem pekawinan 
Semanda (cambokh Sumbay). Sistem 
perkawinan Semanda dibenarkan 
secara adat. Macam-macam perkawinan 
semanda bagi masyarakat hukum 
adat Lampung Sebatin dapat dibedakan 
sebagai berikut: Pertama, Perkawinan 
semanda atau sering disebut (perkawinan 
cambokh sumbay)  Mati Manuk Mati 
Tungu, lepas Tegi Lepas Asakh.  
Perkawinan semanda semacam ini 
adalah merupakan perkawinan semanda 
yang murni karena sang pria datang 
hanya membawa pakain saja, segala 
biaya pernikahan ditanggung oleh 
fihak perempuan. Suami dalam posisi 
semacam ini hanya membantu saja, 
apabila terjadi perceraian maka 
semua harta kekayaan akan jatuh 
menjadi hak milik isteri, suami 
tidak mendapat apa-apa. Masyarakat 
hukum adat lampung Sebatin sering 
menyebutnya Semanda Lepas. Setelah 
terjadi perkawinan maka suami 
melepaskan hak dan kedudukannya 
dipihak kerabatnya dan masuk 
pada kekerabatan isteri. Suami 
tidak mempunya kekuasaan apa-
apa oleh karena seluruh kekuasaan 
kekerabatan dipegang oleh pihak 
isteri.  Kedua, Perkawinan semanda 
Ikhing Beli. Perkawinan semanda 
semacam ini karena calon mempelai 
pria tidak mampu membayar jujur 
(Bandi Lunik) yang diminta fihak 
keluarga si perempuan, padahal 
sang bujang sudah melarikan anak 
gadis secara nyakak atau metudau, 
selama fihak si bujang belum mampu 
membayar uang jujur dinyatakan 
belum bebas dari perkawinan semanda. 
Ketiga, Perkawinan semanda Ngebabang 
atau semanda nunggu. Bentuk perkwinan 
ini dilakukan karena sebenarnya 
keluarga si perempuan tidak akan 
mengambil si bujang. Atau tidak 
akan memasukkan orang lain kedalam 
keluarga adat mereka, akan tetapi 
karena terpaksa sementara dan ada 
alasan bersayarat yang diminta oleh 
keluarga pihak gadis. Biasanya 
dilakukan perundingan antar kedua 
belah fihak. Contoh: seorang anak 
perempuan dengan posisi sebagai 
anak tertua, ibunya sudah tidak 
ada, sementara ayahnya sudah 
menikah lagi, sedangkan adik laki-
laki yang akan mewaris tahta masih 
kecil. Jadi perkawinan semanda 
ngebabang adalah merupakan perkawinan 
semanda dengan persyaratan ditentukan 
batas waktu, yakni menunggu adik 
laki-lakinya sampai  dewasa ataupun 
sudah berkeluarga. Keempat, 
perkawinan semanda Tunggang Putawok 
60 
 
atau Sai Iwa Khua Penyesuk. Cara 
semacam ini dikarenakan baik fihak 
laki-laki maupun fihak perempuan 
merasa keberatan untuk melepaskan 
anak mereka masing-masing Setelah 
dilaksanakan akad nikah, suami 
bertanggungjawab kepada keluarga 
isteri dengan tidak melepaskan 
tanggungjawab kepada keluarganya 
sendir, demikian juga dari isteri 
memiliki tanggungjawab terhadap 
keluarga saumi, bahkan si isteri 
pada umumnya bertempat tinggal 
di tempat suami. Kelima, perkawinan 
semanda khaja-khaja. Bentuk 
perkawinan semanda ini merupakan 
bentuk yang unik, karena menurut 
adat Lampung Sebatin, khaja tidak 
boleh melaksanakan perkawinan 
semanda. Perkawinan semanda 
semacam ini terjadi jika yang akan 
menjadi isterinya tersebut memiliki 
kedudukan yang juga kuat dalam 
adatnya, dan oleh karenanya fihak 
si gadis tidak di izinkan untuk 
pergi mengikuti ketempat keluarga 
suaminya.  
Bagi masyarakat hukum adat 
lampung Sebatin, perkawinan semanda 
dapat dilaksanakan dengan ketentuan-
ketentuan sebagai berikut: Pertama, 
Calon isteri tidak memiliki saudara 
laki-laki, diharapkan suami dari 
anak perempuan tersebut dapat 
mengurus keluarganya dan dapat 
menjadi kepala keluarga sebagai 
pengganti dari orangtua (ayah dari 
isteri). Perkawinan ini sering disebut 
ngakuk khagah (mengambil laki-
laki) untuk menjadi suami. Kedua, 
Orangtua mampu secara financial. 
Artinya perkawinan semanda bisa 
terjadi dengan alasan orang tua 
merasa mampu untuk membagikan 
hartanya kepada anak perempuan 
dengan cara memberikan tanah, 
rumah sebagi bekal untuk membangun 
keluarga. Ketiga, apabila anak perempuan 
tersebut merupakan anak satu-
satunya perempuan. Dengan melaksanakan 
perkawinan semanda, maka anak 
perempuan tersebut tidak akan pergi 
jauh dari keluarganya. 
Acara dan upacara perkawinan 
semanda dilaksanakan di kediaman 
calaon isteri, begitu pula dengan 
biaya perkawinan semua ditanggung 
oleh fihak perempuan. Pada saat 
sebelum hari “H” atau pangan 
(makan bersama) keluarga besar 
dan tamu undangan, fihak mempelai 
perempuan memberikan sesuatu 
kepada keluarga calon suami. Barang-
barang tersebut adalah; memberikan 
jajulang yang berisi kueh-kueh 
adat secara lengkap. Memberikan 
makanan nasi lengkap dengan lauk 
pauknya, memberikan seperangkat 
pakaian untuk mempelai laki-laki, 
dan memberikan gelar atau adok 
sesuai dengan strata penganten 
perempuannya. 
Oleh sebab itu, setelah melaksanakan 
akad nikah, si suami  melepaskan 
hak dan tanggungjawab terhadap 
keluarga nya, dan berkewajiban mengurus 
serta melaksanakan tanggungjawab 
pada keluarga isteri. Anak-anak 
yang akan dilahirkan juga mengikuti 
keluarga ibunya. ekonomi orangtuanya 
berkecukupan.  Sistem pernikahan 
semanda adalah bentuk perkawinan 
dimana calon suami tidak mengelarkan 
Jujur kepada pihak isteri. Laki-laki 
yang melaksanakn pernikahan semanda  
setelah akad nikah melepaskan hak 
dan tanggungjawab terhadap kelurganya 
sendiri. Laki-laki tersebut memiliki 
tanggungjawab dan kewaijban 
untuk mengurusi dan melaksanakan 
tugas-tugas dipihak isteri atau dalam 
istilah bahasa Lampung Sebatin 
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ngusung jakhi puluh mulang jakhi 
puluh. Maksud dari filosofi 
perkawinan tersebut adalah bahwa 
apabila terjadi perceraian baik 
karena kematian ataupun cerai 
hidup, maka suami tersebut tidak 
berhak menerima atau memperoleh 
harta warisan dari harta peninggalan 
isteri. Karena hukum waris erat 
kaitannya dengan sistem perkwinan 
serta garis keturunan, maka bicara 
tentang hukum kewariasan secara 
tidak langsung kita melihat bagaimana 
sistem perkawinan dan juga sistem 
keturunan pada masyarakat yang 
bersangkutan. Jika hukum waris 
adat kita bandingkan dengan hukum 
waris Islam atau hukum waris 
Barat seperti disebut didalam KHU 
Perdata, maka nampak perbedaan-
perbedaanya dalam harta warisan 
dan cara-cara pembagiannya yang 
berlainan.  
       
C. Penutup 
1. Kesimpulan 
a. Bagi masyarakat hukum adat Lampung 
Sebatin, pembagian harta waris 
atau proses pewarisan adalah cara 
bagaimana pewaris berbuat untuk 
meneruskan atau mengalihkan harta 
kekayaan yang akan ditinggalkan 
oleh pewaris kepada ahli waris 
pada umumnya dilakukan ketika 
pewaris masih hidup. Bagi masyarakat 
hukum adat lampung Sebatin, sistem 
kewarisan menggunakan sistem 
kewarisan mayorat. Artinya harta 
warisan akan jatuh pada anak laki-
laki tertua. Harta yang diwarisakan 
kepada anak laki-laki tertua dalah 
harta pusaka, gelar adat, serta harta 
peninggalana orangtua yang merupakan 
hasil dari usaha orang tua ketika 
masih hidup.  Semua anak laki-laki 
menjadi ahli waris tentunya anak 
yang sah yang berhak menjadi ahli 
waris dari orang tuanya, yakni 
harta dari hasil perkawinan. Namun 
bila pewaris tidak mempunyai 
anak-laki-laki, tetapi ahli warisnya 
hanya istri dan anak perempuan, 
maka harta pusaka itu bisa 
dipergunakan baik oleh istri dan 
anak perempuan selama hidupnya. 
b. Sistem pembagian harta waris untuk 
suami yang melaksanakan perkawinan 
semanda pada masyarakat hukum 
adat Lampung Sebatin, dilakukan 
sesuai dengan kondisi dan keadaan 
keluarga masing-masing. Pembagian 
tersebut dapat dilihat dari dua 
keadaan. Pertama, Apabila dalam 
keluarga tersebut terdapat anak 
yang lahir dalam perkawinan semanda, 
maka harta waris dari sang isteri 
diberikan kepada anak tertua dan 
anak tertua akan mengambil kebijakan 
untuk membagikan atau memberikan 
bagian untuk adik-adiknya. Kedua, 
Apabila tidak ada anak, maka harta 
warisan diambil alih oleh keluarga 
isteri sedangkan suami tidak 
mendapat bagian. Ada kemungkinan 
bahwa suami bisa mendapatkan 
warisan apabila suami isteri 
melakukan mufakat mengenai harta 
warisan sebelum si isteri meninggal. 
 
2. Saran 
a. Bagi pemerhati hukum adat, jika 
dilihat dari sumber dan tata hukum 
yang berlaku di  Indonesia meliputi 
hukum Islam, Barat dan Adat. Hukum 
waris adat merupakan bagian dari 
hukum perdata yang sifatnya masih 
pluralistic. Oleh kareana itu, jika 
hukum waris  adat masih eksis dan 
dipatuhi oleh masyarakat hukum 
adat, itu merupakan sebuah keniscayaan 
yang patut dihormati. Hukum adat 
bukanlah hukum kuno yang harus 
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kita tinggalkan, namun sebaliknya 
hukum adat merupakan hukum 
yang harus kita lestarikan sebagai 
kearifan lokal. masyarakat hukum 
adatlah hukum itu tumbuh dan 
berkembang sesuai dengan perkembangan 
masyarakat itu sendiri.  
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